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ABSTRAK

Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan
Penyerapan Anggaran Belanja pada Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Hj. Sitti Raoda
sittiraoda76@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penyerapan anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan awal akan
menyebabkan terjadinya kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan
semestinya, namun sebaliknya jika terjadi kegiatan keterlambatan secara
ekonomis akan menyebabkan kerugian negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu
untuk menganalisis pengadaan barang/jasa, administrasi, kompetensi sumber daya
manusia, uang persediaan (UP) terhadap penyerapan anggaran pada Kementerian
Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Jenis penelitian
yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif yang merupakan rangkaian
kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam
kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Hasil penelitian
menunjukkan adanya kecenderungan keterlambatan penyerapan anggaran pada
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
Pertama, KPA segera membuat RUP setelah menerima DIPA di awal tahun
anggaran agar dapat segera dilaksanakan pengadaan barang langsung baik
pengadaan langsung maupun dengan lelang. Kedua, meminimalisir pemblokiran
anggaran adalah membuat perencanaan anggaran di tahun berikutnya dengan
dipersiapkan program/kegiatan sesuai kebutuhan dengan dilengkapi data dukung.
Ketiga, memberikan pelatihan kompetensi kepada para pejabat/pengelola
keuangan/pejabat  pengadaan  barang jasa, serta mengusulkan para
pejabat/pengelola keuangan mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa. Keempat,
memberikan reward untuk memotivasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, serta mengusulkan pejabat pengadaan barang/jasa sebagai jabatan
fungsional yang khusus menangani kegiatan pengelolaan keuangan. Kelima,
meminimalisasi addendum kontrak dengan membuat spesifikasi pekerjaan yang
dibutuhkan, membuat schedule detil yang di-update, monitoring dan evaluasi serta
menjalin komunikasi dengan pihak pekerja /rekanan untuk memperkecil
terjadinya konflik. Keenam, koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi terkait dengan mutasi/promosi pejabat atau pegawai,
seharusnya dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Ketujuh, memberikan
kemudahan GUP dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) divalidasi Kantor Pos
/Bank setelah melakukan pembayaran.

Kata Kunci : Keterlambatan, Penyerapan Anggaran, Pengadaan
Barang/Jasa, Administrasi, Sumber Daya Manusia,
Ganti Uang Persediaan
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ABSTRACT

Analysis of Factors Affecting the Delay of Budget Absorption at the
Ministry of Religious Affairs of Regencies / Cities in the Region of
North Kalimantan Province

Hj. Sitti Raoda
sittiraoda 7 6@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Optimum budget absorption and in accordance with the initial planning will
cause the economic activities to run properly, but otherwise if there is economic
delay activity will cause losses of the state. The purpose of this research is to
analyze the procurement of goods / services, administration, human resource
competence, money supply (UP) to the absorption of budget at the Ministry of
Religious Affairs District / City in the Region of North Kalimantan Province. The
type of research used is descriptive qualitative method which is a series of
activities to obtain data that is what it is without in certain condition which result
more emphasize meaning. The result of the research shows that there is a
tendency of delay in budget absorption at the Ministry of Religious Affairs of
Regency / City in North Kalimantan Province. Firstly, KPA immediately makes a
RUP after receiving DIPA at the beginning of the fiscal year in order to
immediately be executed direct procurement of goods either direct procurement
or by auction. Secondly, to minimize budget blocking is to make budget planning
in the next year by preparing programs / activities us needed with supplemeniary
data. Third, to provide competency training to the officials / financial managers /
procurement officers, and to propose the officials / managers finance follow
Training Procurement of Goods / Services. Fourth, to give rewards to motivate in
the implementation of procurement of goods / services, and propose procurement
officials goods / services as functional positions that specifically handle financial
management activities. Fifth, minimize the contract addendum by making the
required job specifications, making upduted schedule details, monitoring and
evaluation and establishing communication with the workers / partners to
minimize the conflict. Sixth, coordination and consultation with the Provincial
Office of the Ministry of Religious Affairs reluted 1o the mutation / promotion of
officials or employees should be made afier the fiscal year ends. Seventh, give
ease of GUP with proof of Tax Payment (SSP) validated Post Office / Bank after
making payment.

Keywords: Delay, Budget Absorption, Procurement of ¢ ds.” ™ rvi
Administration, Human Resources, Change Inventory Money
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BABIV
PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Utara :

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai

tugasmelaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah

provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Kementerian

Agama menyelenggarakan fungsi :

a.

Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masy'a;akat di
provinsi;

Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,
pendidikan agama dan keagamaan;

Pembinaan kerukunan umat beragama;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi;

Penékordinasian perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program, dan ;
Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di

kabupaten/kota.

44
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Kementerian Agama Kabupaten Bulungan

Visi Kementerian Agama Kabupaten Bulungan yaitu terwujudnya

masyarakat Kabupaten Bulungan yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan

sejahtera lahir bathin. Sedangkan misi yaitu :

D

2)
3)
4)
5)
6)
7

2.

Meningkatkan kualitas bimbingan pemahaman, pengalaman, dan pAelayanan
kehi-dvupan beragama; | |
Méningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan,;

Memperkokoh kerukunan umat beragama’

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan kualitas ibadah haji;
Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;

Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang akuntabel.

Kemenferian Agama Kota Tarakan

Visi Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan adalah “Terwujudnya

masyarakat Tarakan yang taat beragama, rukun, cerdas, maju, sejahtera lahir dan

batin”. Visi ini menggambarkan arah dan cara pandang jauh kedepan kemana

dibawa atau gambaran menantang tentang keadaan masa depan kemana suatu

organisasi harus dibawa dan diarahkan agar secara konsisten dan tetap eksis,

antisfatif, inovatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.
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Misi Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan adalah untuk
mewujudkan visi tersebut yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi sebagai
berikut :

1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan melalui bimbingan,
pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama;

2) Meningkatkan kualitas penghayatan moral, spiritual daﬁ etika keagamaan;

3) Memperkokoh kerukunan umat beragama; |

4) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji;

6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kepemerintahan
yang akuntabel dan herbaéis IT.

3. Kementerian Agama Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provnsi
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, yang mempunyai Visi dan
Misi sebagai berikut :

e Visi
Terwujudnya sistem pelayanan Administrasi, sistem informasi keagamaan dan
pembinaan kerukunan hidup umat beragama serta pendidikan yang bernuansa

keagamaan yang mantap.
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Misi
Meningkatkan pembinaan kerukunan antar umat beragama, intern umat
beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah yang otentik dan

dinamis.

‘Meningkatkan pelayanan administrasf dan kerumah tanggaan serta

pengeioiaan anggaran, inventaris dan kepégawaian serta pembinaan sumber
daya rﬁanusié.

Menyusun perencanaan yang internal, realistis, dan aspiratif. |

Meningkatkan pendidikan yang bemﬁansa keagmaan dalam rangka
térwujutnya moralitas masyarakat yang tinggi.

Meningkatkan pembinaan dan pelayanan Nikah, Rujuk serta penasehatan
perkawinan

Meningkatkan pembinaan dan pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji.
Meningkatkan pembinaan lembaga dan pengembangan Zakat dan Wakaf.
Meningkatkan pemberi pelayanan dan bimbingan keagamaan pada
masyarakat kristen.

Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dibentuk berdasarkan

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen

Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373

tersebut Kantor Departemen Agama Kabupaten Malinau termasuk dalam

Tipologi III E, serta disempurnakan dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012
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tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,
adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau adalah :
a. Perumusan Visi, Misi dan Kebijakan Teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama masyarakat di daerah, o
b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha dan lainnya, - |
¢. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama,
d. Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait daﬂ
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama
di Kabupaten.
Visi dan misi Kantor Kemeterian Agama kabupaten Malinau adalah
sebagai berikut :
a. Visi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dibawa atau gambaran
menantang tentang keadaan masa depan kemana suatu organisasi harus dibawa
dan diarahkan agar secara konsisten dan tetap eksis, antistatif, inovatif serta
produktif dan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Adapun visi Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah terwujudnya masyarakat
Kabupaten Malinau yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera
lahir batin, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Misi

Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi

untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi yang

telah ditetapkan, maka misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

sebagai berikut : -

1y

2)
3)
4)
3)
6)

Meningkatkan kualitas binibingan pemahaman; pengalaman, dan pelayanan
kehidupan beragama,

Memperkokoh kerukunan umat beragama,

Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keégamaan,

Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji,

Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan,

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung yaitu

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang taat beragama, rukun,

cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sedangkan

misi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung yaitu :

1y
2)
3)

4

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama,

Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama,

Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas,
Meningkatkan pemanfaatkandan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5)

6)

7

43676.pdf
50

Mewujudkan penyelenggaraan jbadah haji dan umrah yang berkualitas dan

akuntabel,

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan

keagamaan,

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dah térpercaya.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Penyerapan Anggaran Belanja di Kantor Kementerian

Agama Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2617
Data Penyerapan anggaran belanja satuan kerja pada Kantor
Kementérian Agama Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara
untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.1
Data Penyerapan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015

(dalam ribuan)

No | Kabupaten/Kota Pagu Realisasi Sisa Pagu %
Realisasi
1. | Bulungan 25,390,091 22,588,745 2,801,346 88,97
2 | Tarakan 22,373,248 17,156,826 5,216,422 76,68
3. | Nunukan 24,540,885 21,089,261 3,451,624 85,94
4. | Malinau 11,021,421 9,582,125 1,439,296 86,94
5. | Tana Tidung 4,197,193 3,522,236 674,957 83,92
Kalimantan Utara 87,522,838 73,939,193 13,583645 84,48

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran belanja untuk tahun 2015 pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Kota sesuai tabel di atas menunjukkan pagu terbesar berada di

Kabupaten Bulungan yaitu sebesar Rp. 25,390,091~ dengan realisasi sebesar
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Rp.22,588,745,-Sedangkan pagu terendah berada. pada Kabupaten Tana Tidung
sebesar Rp. 4,197,193,- dengan penyerapan anggaran terbesar berada pada
Kabupaten Bulungan sebesar 88,97% menunjukkan bahwa pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut memiliki perencanaan yang baik
dalam hal penAyerapan‘anggaran, yang mana komponen yang diperhitungkan .
dalam menentukjan penggunaan anggaran telah ‘dilakukan secara eﬁsienl dan -
efektif, yang dapat dipantau dan j-uga bisa dijadikan dasar untuk kebijakan |
pengalokasian anggaran pada tahun yang akan datang dalam rangka pencapaian

tujuan satuan kerja atau organisasi.

Tabel 4.2
Data Penyerapan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016

(dalam ribuan)

No | Kabupaten/Kota Pagu Realisasi | Sisa Pagu %
Realisasi
1. Bulungan 23,616,097 20,729,473 2,886,624 87,78
2. | Tarakan 19,946,764 17,053,149 2,893,615 85,49
3. | Nunukan 24,222,035 16,735,248 7,486,787 69,10
4. | Malinau 9,933,230 9,325,355 607,875 93,38
5. | Tana Tidung 3,445,370 3,172,987 272,383 92,09
Kalimantan Utara 81,163,496 67,016,212 14,147,284 82,57

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Untuk tahun 2016, penyerapan realisasi terbesar adalah -Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinaudengan presentase 93,88% dari pagu
sebesar Rp 9.933.230,-sedangkan penyerapan terendah adalah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Nunukan dengan presentase 69,10% dari pagu

sebesar Rp. 24,222,035,- yang terserap hanya Rp 16,735,248,-.
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Tabel 4.3
Data Penyerapan Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017

(dalam ribuan)
No | Kabupaten/Kota Pagu | Realisasi Sisa Pagu %
Realisasi

1. | Bulungan 29,415,978 25,066,258 4,349,720 85,21

2 | Tarakan 20,314,653 16,824,856 3,489,797 82,82

3. | Nunukan 27,178,796 24,205,621 2,973,175 89,06

4. | Malinau 12,475915 9,584,736 2,891,179 76,83

5. | Tana Tidung 4,212,805 3,793,419 419,386 90,04
Kalimantan Utara 93,598,147 79,474,890 | 14,123,257 84,91

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- Untuk tahun 2017, penyerapan realisasi terbesar adalah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung sebesar 90,04% dari pagu sebesar
Rp 4,212,805,- sedangkan penyerapan terendah adalah Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau sebesar 76,83% dari pagu sebesar Rp. 12,475,915
yang terserap sebesar Rp. 2,891,179,-. Pola pencairan anggaran belanja pada
satker Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara dari tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan bahwa terdapat kecenderungén
satker melakukan penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun.

2. Hasil Wawancara Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di
Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Wawancara  dilaksanakan di  Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota masing-masing informan yaitu Malinau, Tana Tidung, Tarakan,
Nunukan, dan Bulungan dengan menggunakan wawancara resmi terstruktur pada
jam kerja kurang lebih 30 — 40 menit. Selama proses wawancara berlangsung,

penulis merangkum hasil wawancara dengan membuat catatan kecil serta
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merekam hasil wawancara tersebut. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara
adalah seputar proses dan kendala-kendala dalam proses penyerapan anggaran
untuk menggali informasi tentang faktor-faktor. yang mempengaruhi
keterlambatan penyerapan anggaran belanja yang menjadi tujuan penelitian ini.

Dari beberapa informan dari satuan kerja, ada yang tidak mau . -
disebutkan namanya serta tidak mau direkam proses wawancaranya sehingga
penulis hanya mencatat hasil wawancara dengan informan tersebut. Tetapi
jawaban yang diberikan adalah sesuai gambaran yang terjadi diseputar proses |
penyerapan anggaran serta permasalahannya.

Informan Kﬁasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/kota dengan beberapan pertanyaan, yaitu :

a. Apakah satker bapak mengalami keterlambatan penyerapan anggaran
belanja di tahun 20177

' Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa permasalahan yang
ditemui, yaitu pertama, terkait dengan dokumen anggaran terkadang terjadi
revisi yang berulang-ulang dikarenakan perencanaan yang tidak sesuai. Kedua,
jarak satuan kerja (satker) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) berjauhan sekitar 3 (tiga) jam perjalanan melewati sungai dan laut,
dimana membutuhkan biaya perjalanan dinas yang besar. Ketiga, keterbatasan
i ~ sumber daya manusia (SDM). Lain pendapat dari KPA Kementerian Agama Kota
l Tarakan bahwa di satker Kementerian Agama Kota Tarakan juga mengalami

keterlambatan penyerapap anggaran dikarenakan pergantian atau mutasi para

pejabat pengelola keuangan pada akhir tahun seperti KPA, PPK dan PPSPM.
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Dari segi adminitrasi seperti pembuatan SK pengelola keuangan yang baru,
pelaporan dan koordinasinya ke KPPN, serta update pada aplikasi yang terkait
dengan pencairan anggaran yang bisa mengambil waktu yang lama. Begitu pula
bila melakukan revisi anggaran yang prosesnya lama.

Sedangkan menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian
Agama Kabupaten Tana Tidung baﬁwa keterlarﬁbatan anggarén sering texjadi-
satuan kerja seperti pada Ditjen Pendidikan Islam dalam hal ini bantuan Ruang
Kelas Baru (RKB) tidak terlaksana karena madrasab/sekolah yang mengajukan
proposal tidak memenuhi persyaratan secara administrasi karena tidai( sesuai
dengan petunjuk teknis (juknis), begitupun pada Ditjen Bimbingan Masyarakat
Katolik dalam hal ini dana sertifikasi guru dicairkan persemester. Hal tersebut
menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal.

b. Apakah penumpukaﬁ pencairan di akhir tahun sering terjadi?

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwatidak terjadi penumpukan pencairan di akhir tahun
karena target capaian pada triwulan IV minggu keempat pada bulan november
telah direncanakan sebesar 85 — 90%, selebihnya dicairkan di bulan desember
sebelum berakhir batas waktu pengajuan anggaran tahun berjalan. Hal ini serupa
dengan Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2017 sistem'
pencairan anggaran sudah terprogram atau terencana dengan baik sehingga tidak
ada lagi penumpukan pencairan di akhir tahun dibanding tahun-tabun

sebelumnya. Sedangkan untuk di Kementerian Agama Kota Tarakan, Kabupaten
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Bulungan dan Kabupaten Nunukan juga terjadi penumpukan pencairan pada
akhir tahun.

¢.  Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja di
Satker bapak?

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan ‘bahwa terjadinya revisi anggaran baik ditingkat satke;
maupun ditingkat wilayah atau pusat, karena perencanaan penyusunan anggaran
yang tidak sesuai yang direncanakan, kurangnya sumber daya manusia (SDM),
serta jarak antara satker dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KKPN) berjauhan. Senada dengan KPA Kementerian Agama Kabupaten Tana
Tidung mengatakan bahwa yang menyebabkan keterlambatan penyerapan
anggaran belanja di satuan kerja karena sistem perencanaan penarikan anggaran
yang kurang cermat/teliti, misalnya tentang pencairan dana tunjangan sertifikasi
guru yang dicairkan per semester dan belanja untuk pihak ketiga/masyarakat
dimana juknisnya belum terbit sehingga menyebabkan terlambatnya
disosialisasikan.

Penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satker
Kementerian Agama Kota Tarakan menurut KPA nya yaitu adanya pergantian
pejabat pengelola keuangan di akhir tahun, revisi anggaran yang prosesnya
memerlukan waktu yang lama, dan MP PNBP yang cair pada akhir-akhir tahun.
Sedangkan yang diungkapkan KPA Kementerian Agama Kabupaten Nunukan
adalah pertama, kurang SDM tenaga pengelola keuangan. Kedua, kurangnya
pengetahuan pengelola keuangan terkait dengan anggaran. Ketiga, seringnya

terjadi pengembalian dana dalam pencairan anggaran (retur) karena data tidak
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sesuai. Keempat, terlambat melakukan revisi anggaran terkait pelaksanaan
program atau kegiatan. Kelima, terlambatnya juknis program atau kegiatan terbit
terkait dengan pencairan anggaran. Sedangkan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bulungan KPA nya mengatakan penyebab keterlambatan penyerapan
anggaraﬁ belanja karena pertama, adanya tambahan anggaran di akhir tahun
(ABT). Kedua, dilakukannya revisi anggaran kafena program atau kegiatan yang
ada di pagu tidak .sesuai dengan kebutuhan. Kétiga, adanya mutasi pegawai.
Keempat, jadwal kegiatan yang dilakukan pada akhir tahun.

d. Bagaimana bapak menyikapi permasalahan yang dialami, yang
menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja di satker bapak?

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwa langkah yang dilakukan dalam mengatasi
keterlambatan dalam penyerapan anggaran, yaitu, pertama, menginstruksikan
kepada para pengelola keuangan agar pagu/DIPA yang diterima segera di awal
tahun anggaran melakukan penelahan dokumen masing-masing eselon. Kedua,
jika diperlukan segera melakukan revisi anggaran pada setiap program atau
kegiatan. Ketiga, seluruh DIPA/pagu yang diterima di awal tahun segera
dibuatkan rencana pelaksanaan kegiatan atau jadwal pelaksanaan kegiatan beserta
penarikan dana harus sesuai target capaian yang ditetapkan. Keempat,
mengendalikan program kerja atas kegiatan dan anggaran. Kelima,
memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Keenam,
melakukan rapat evaluasi dan kinerja seluruh pegawai atau Aparatur Sipil Negara
(ASN). Ketujuh, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

melalui sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43676.pdf
57

Menurut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kota
Tarakan mengatakan langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan
keterlambatan penyerapan anggaran yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi
ke Kantor Wilayah Kementerian Agama serta ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) secara rutin. Sedangkan KPA Kementerian
Agamé Kabupaten Nunukan ‘menj/il‘capi permasalahan yang dialami yéitu
pertama, mengangkat pegawai tidak tetap sebagai. pengelola keuangan. Kedua,
meméntau, mengavaluasi dan melakukan pembinaan secara berkelanjutan kepada
pengelola keuangan. Ketiga, mengajukan revisi anggaran pada awal tahun. Lain
halnya pada Kementerian Agama Kabupaten Bulungan untuk menyikapi
permasalahan yang ada sehingga menyebabkan keterlambatan benyerapan
anggaran belanja yaitu menghimbau kepada seluruh pejabat pengelola keuangan
maupun tenaga pengelola keuangan atau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)
agar konsisten dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada
awal tahun.

Sedangkan menurut KPA Kementerian Agama kabupaten Tana Tidung
dalam hal bagaimana menyikapi permasalahan yang dialami, yang menyebabkan
keterlambatan penyerapan anggaran di satuan kerja yaitu beberapa hal yang harus
diperbaiki yakni pertama, memperbaiki sisfem rencana penarikan anggaran
seperti anggaran tunjangan sertifikasi guru dilakukan pencairan maksimal per
triwulan. Kedua, membuat schedule rencana pelaksanaan kegiatan seperti
workshop atau sosialisasi ditargetkan bulan Oktober sudah diselesaikan semua

dilaksanake}n.
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e. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan
bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwaagar pelaksanaan anggaran untuk tahun-tahun
kedepan bisa lebih baik yang harus dilakukan adalah pertama membuat
perencanaan yang métang dan profesional. Kédua, meningkatkan kualita;s‘
sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan atau bimbingan teknis. Ketiga,.
menyusun rencana jadwal kegiatan dan anggaran yang akurat dan penuh
tanggung jawab. Keempat, menyarankan adanya Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) di Kabupaten Malinau.

Lain halnya pendapat KPA Kementerian Agama Kota Tarakan bahwa
dalam menyikapi agar pelaksanaan anggaran di masa yang akan datang agar
melakukan revisi anggaran dan mutasi pejabat pengelola keuangan di awal tahun
anggaran. Sedangkan KPA Kementerian Agama Kabupaten Nunukan
mengatakan bahwa yang harus dilakukan agar pelaksanaan pencairan anggaran
untuk tahun kedepan bisa lebih baik adalah pertamé, melakukan rekrutmen
pegawai untuk diangkat sebagai tenaga pengelola keuaﬁgan. Kedua, melakukan
revisi a;lggaran pada awal tahun. Ketiga, secara rutin dalam setiap bulannya
melakukan evaluasi terhadap daya serap anggaran serta permasalahan-
permasalahan yang muncul pada setiap program atau kegiatan yang sudah
dilakukan. Sedangkan KPA Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung yaitu
membuat schedule rencana penarikan anggaran serta membuat schedule rencana

kegiatan.
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Informan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/kota dengan beberapan pertanyaan, yaitu :

a. Apakah di satker Bapak/lbu pernah terjadi keterlambatan penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/jasa?

*.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau’ mengatakan bahwa sering terjadi keterlambatan dalém' pengadaan
_ barahg/jasa, hal ini disebabkan karena pfoses lelang (untuk pengadaari diatas Rp.
200.000.000,-) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Kementerian- Agama,dimana untuk LPSE Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Utara belum dibentuk dan masih mengikut proses lelang pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Maka dengan
lambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa berdampak pada lambatnya
penyerapan anggaran tersebut. Pejabat/Pegawai yang memiliki sertifikat
pengadaan barang/jasa hanya 1 (satu) orang, karena sulitnya mencapai lulus ujian
pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama
Kota Tarakan mengatakan bahwa pernah terjadi keterlambatan penyerapan
anggaran terkait pengadaan barang/fjasa disebabkan karena pertama,
pemblokiran anggaran pengadaan barang jasa dengan alasan kurang lengkapnya
administrasi peréncanaan barangfjasa sewaktu pengusulan. Kedua, pergantian
atau mutasi pejabat pengelola keuangan yang mengakibatkan proées administrasi
pengadaan barang jasa tidak diproses. Ketiga, proses penyusunan perencanaan

yang kurang tepat sehingga menimbulkan anggaran berlebih atau kurang.
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Lain halnya dengan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di
Kementerian Agama Kabupaten Nunukan mengatakan bahwa sering terjadi
keterlambatan penyerapén anggaran terkait dengan pengadaan barang/jasa
dikarenakan pertama, adanya tambahan anggaran di akhir tahun (APBNP)
sehingga tidak rﬁaksimalnya pencairan. Kedua, semua pengadaan baik belanja
modal melalui penyedia atau pihak ketiga maupun yang swakelola belum diinput
kedalam aplikasi sirup. Ketiga, adanya revisi anggaran yang memerlukan waktu
lama. Senada dengan Kementerian Agama  Kabupaten Tana Tidung
keterlambatan penyerapan anggarah terkait pengadaan barang/jasa karena adanya
tambahan anggaran pada akhir tahun anggaran.

b.  Apakah pencairan terkait pengadaan barang/jasa di akhir tahun juga sering
terjadi?

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwa tidak karena sudah dibangun komitmen tentang
realisasi penyerapan barang/jasa paling lambat bulan november atau satu bulan
sebelum berakhimya tahun anggaran tutup buku, sesuai langkah-langkah dalam
menghadapi akhir tahun anggaran. Sedangkan PPK Kementerian Agama Kota
Tarakan mengatakan bahwa pencairan anggaran pengadaan barang/jasa jarang
terjadi, tetapi pernah terjadi di akhir tahun saat tambahan anggaran belanja
tambahan (APBNP) dengan waktu yang sangat singkat. Menurut PPK
Kementerian Agama Kabupaten Nunukan bahwa pencairan di akhir tahun tidak
sering terjadi kecuali kalau ada program yang harus dilaksanakan seperti

pengadaan tanah/lahan untuk kantor dan pengurusan sertifikat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43676.pdf
61

c.  Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja
terkait pengadaan barang/jasa di satker Bapak/Ibu?

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran
belanja tersebut adalah pertama, proseg lelang yang masih mengikuti LPSE
Kantor Wi>layah Kementerian Agama>Provinsi Kalimantan Timur. Ke(.h'la., data
suplier pcnyédi& barang/jasa tidak valid pada SPAN. Ketiga, Kantor Wilayah
KPPN tidak satu kabupaten/kota dalam artian jaraknya jauh harus ke Kalimantan
Timur lagi. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang mempunya‘i
sertifikat barang/jasa. Sedangkan PPK Kementerian Agama Kota Tarakan
mengatakan. penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja terkait
pengadaan barang/jasa yaitu pertama, adanya pemblokiran anggaran pengadaan
barang/jasa. Kedua, adanya penambahan anggaran di akhir tahun (APBNP).
Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang perencanaan dan
pejabat pengadaan barang/jasa.

Lain halnya yang diungkapkan PPK Kementerian Agama Kabupaten
Nunukan bahwa penyebab keterlambatan pencairan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa adalah pertama, adanya revisi anggaran. Kedua, data kontrak yang
lambat terbit dimana harus diinput ke aplikasi SAS. Ketiga, kurangnya pelatihan
pengadaan barang/jasa kepada pejabat pengelola keuangan.

d. Bagaimana bapak/ibu menyikapi permasalahan yang dialami, yang
menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pengadaan
barang/jasa di satker bapak/ibu?

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten

Malinau mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam
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keterlambatan pengadaan barang/jasa, yaitu : Pertama, melakukan penelahan
dokumen anggaran agar menghindari terjadinya revisi berulang. Kedua,
membuat jadwal dan rencana kegiatan anggaran pengadaan barang/jasa tersebut.
Ketiga, melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa. Keempat, memastikan
action plan terencana dengan baii( dan dipublikasikan melaluiRencana Umum
Pengadaan (RUP) dan dituangkan. dalam aplikasi Sisteni InformasiRencana
Umum Pengadaan (SIRUP). Kelima, menerbitkan segera Sﬁrat Keputusan (SK)
Pejabai Pengadaan Barang/Jasa. Keenam, melaksanakan lelang dan kontrak étau
surat perintah kerja (SPK) pada pihak ketiga.

Menurut PPK Kementerian Agama Kota Tarakan bahwa langkah-
langkah yang diambil dalam menyikapi agar keterlambatan penyerapan anggaran
terkait pengadaan barang/jasa tidak terjadi yaitu pertama, mengajukan
perubahan dengan petunjuk teknis (juknis) terdahulu. Kedua, konsultasi dan
koordinasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ketiga, mempelajari aturan terbaru
terkait tata cara pencairan anggaran pengadaan barang/jasa.Sedangkan paparan
PPK Kementerian Agama Kabupaten Nunukan bahwa untuk menyikapi
permasalahan tersebut dengan berkonsultasi dengan kepala LKPP atau lewat‘
group whatsapp “diskusi keuangan” dan pejabat pengadaan barang/jasa untuk
menanyakan masalah-masalah yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah
sesuai dengan aturan peraturan presidlen Nomor 54 tahun 2010 serta

perubahannya.
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€.  Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan
bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Agama Kabupaten
Malinau mengatakan bahwa perlunya mengadakan pelatihan kepada sumber daya
manusia tentang pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien, pemantapan
perencanaan program kegiatan dan anggaran, ményusun jadwal kegiatan &
anggaran (renkas), perlunya pengendalian program dan kegiatan beserta ahggafan,
dan melakukan monitoring pelaksanaan dari action plan. Sedangkan menurut
PPK Kementerian Agama Kota Tarakan bahwa hal-hal yang harus dilakukan agar
pelaksanaan pencairan anggaran di masa yang akan datang bisa lebih baik dan
tidak terjadi penumpukan yaitu pertama, seteiah penerimaan DIPA atau
anggaran pada awal tahun agar segera menyusun waktu pelaksanaan program
atau kegiatan. Kedua, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya
dibidang perencanaan dari daerah/kabupaten/kota sampai ke pusat, agar supaya
perencanaan yang disusun tepat sasaran. Ketiga, agar mempermudah proses
pencairan, dimana tahun sekarang proses pencairan anggaran harus melalui
beberapa aplikasi. |

Lain halnya yang diungkapkan PPK Kementerian Agama Kabupaten
Nunukan terkait pelaksanaan pencairan anggaran di masa yang akan datang lebih
baik serta tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun yaitu pertama,
membuat fime schedul/ jadwal kegiatan sehingga bisa terkontrol dengan baik.
Kedua, melakukan pencairan anggaran disetiap bulan agar tidak terjadi
penumpukan di akhir tahun. Ketiga, semua bukti pencairan program atau

kegiatan yang sudah dibuat laporan kegiatan dari setiap satuan kerja, agar
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bendahara pengeluaran harus segera membuat laporan Ganti Uang Persediaan
(GUP) dan tidak perlu menunggu 100% dbelanjakan dari dana uang persediaan,
jika sudah 51% sudah bisa buat laporan Ganti Uang Persediaan lagi.

Informan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dengan beberapan
pertanyaan, yaitu : | | | |

a. Dalam Proses Penyusunan DIPA/anggaran, apakah Bapak/Ibu menemui
kendala/permasalahan?

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengatakan bahwa pada dasarnya tidak
terdapat kendala, karena anggaran/DIPA sudah ditentukan pagunya, tugas
Kemenag Kabupaten/Kota hanya merangkum kedalam aplikasi RKAKL sesuai
program dan kegiatan, sesuai alokasi anggaran. Namun kendala yang sering
ditemui adalah ketika alokasi anggaran yang dialokasikan sering tidak sesuai
dengan kebutuhan satker di lapangan, hal ini yang menyebabkan terjadinya
revisi-revisi anggaran. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(PPSPM) Kota Tarakan mengatakan dalam proses penyusunan anggaran/DIPA
tidak akan mengalami kendala apabila program atau kegiatan yang akan
dilaksanakan jelas sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung mengatakan bahwa kendala yang
dihadapi dalam penyusunan anggaran adalah pertama, waktu yang diberikan
dalam penyusunan anggaran terlalu singkat atau beberapa hari saja. Kedua, pagu

anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh
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satuan kerja. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing satker
agar turut diundang beserta operator sehingga pembinaan pengelola keuangan
secara merata.
| b. Apakah satker Bapak/Ibu mengalami keterlambatan dalam menerima DIPA?
Pejabat Penandatangan Surat  Perintah : Membayar (PPSPM)
Kementerian Agama Kabuﬁafen Malinau mengatakan b_ahwé penyerahan DIPA
sudah tepat waktu yaitu awal-tahun anggaran. Senada yang disémpaikan PPSPM
Kementerian Agama Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten
Nunukan bahwa penerimaan DIPA sudah sesuai jadwal pada awal tahun
: anggaran. |

c. Mengenai pejabat pengelola keuangan, apakah ada permasalahan yang sering
dihadapi?

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

! Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengatakan bahwa pejabat pengeloia
keuangan, tentunya ada saja permasalahan yang dihadapi terutama menyangkut

o sumber daya manusia (SDM), karena di Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengelola 7 (tujuh) satker/DIPA yang kesemuanya harus direalisasikan sesuai
target. Keterbatasan SDM dalam hal ini tidak hanya menyangkut jumlahnya
tetapi juga terkait pendidikannya yang tidak sesuai dengan tugas yang diemban.
Hal inilah sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja pejabat pengelola kenangan.
Pejabat pengelola keuangan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan

barang/jasa.
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Menumf PPSPM Kementerian Agama Kota Tarakan bahwa
permasalahan terhadap pejabat pengelola keuangan tetap ada, dalam hal ini
kurangnya pembinaan SDM. Dalam kenyataﬁnnya bendahara pengeluaran yang
sering diikutkan diklat atau pelatihan, seharusnya penunjukan secara bergilir.
Sedangkan di Kementerian Agama Kabupaten Nunukan keterbatasan sumber
daya manusia sehingga kerja rangkap. Sedangkan PPSPM Kementerian Agama
Kabupaten Bulungan adalah tidak ada keﬂdala karena adanya koordinasi dan
konsultasi dengan para pejabat pengelola keuangan dengan tenaga pengelola
keuangan. Sedangkan menurut PPSPM dari Kabupaten Tana Tidung
permasalahan yang dihadapi adalah pejabat pengelola keuangan tidak pernah
diberikan TOT, kebanyakan belajar sendiri sehingga ketika ada peraturan yang
turun diartikan sesuai persepsi para pejabat tersebut dan konsultasinya ke KPPN
kalau ada kendala.

d. Langkah-langkah apa saja yang telah Bapak/Ibu lakukan agar penyerapan
anggaran ini tertib sesuai perencanaan ?

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengatakan bahwa perlunya
mengadakan rapat evaluasi secara berkala terhadap seluruh eselon 1 terhadap
rencana kerja yang telah disusun. Dan mengingatkan kepada seluruh Pejabat
Pembuélt Komitmen (PPK) wuntuk segera dapat membuat laporan
pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah direalisasikan. Lain halnya
yang diﬁngkapkan PPSPM Kementerian Agama Kota Tarakan mengatakan
bahwa langkah yang dilakukan agar penyerapan anggaran tertib sesuai

perencanaan yaitu membuat jadwal rencana kegiatan yang matang dan tepat
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sasaran sesuai tugas dan fungsi dari setiap bidang atau .seksi. Hal senada
diungkapkan PPSPM Kabupaten Nunukan adalah membuat perencanaan kegiatan
dalam setahun dari setiap bidang atau seksi anggaran masing-masing dan
menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan dan jadwal
yang sudah disusun agar tertib pengelolaan keuangan dan penyediaan anggaran.

Pejabat Penandatangan = Surat Perintah Memﬁayar - (PPSPM)
Keménterian Agama Kabupatenv .Bulungan mengatakan bahwa membuat
perencanaan di awal tahun agar penyerapan anggaran sesuai kebutuhan serta
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait_agar penyerapan
anggaran sesuai perencanaan. Sedangkan menurut PPSPM Kementerian Agama
Kabupaten Tana Tidung adalah langkah-langkah yang dilakukan agar penyerapan
anggaran tertib sesuai perencanaan yaitu pertama, pengelola keuangan harus
komitmen dalam aturan, disiplin dalam mentaati schedule kegiatan yang telah
dibuat.

e. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan
. bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengatakan bahwa perlunya membuat
‘komitmen bagi seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk konsisten
terhadap rencana atau jadwal yang telah disusun, sehingga realisasi anggaran
dapat berjalan sesuai rencana. Dan hendaknya ada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Perwakilan yang ditempatkan di daerah.Lain

halnya penuturan PPSPM Kementerian Agama Kota Tarakan adalah melakukan
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evaluasi secara rutin terhadap laporan progres yang dibuat setiap bulan dan
melakukan program atau kegiatan segera setelah pagu anggaran diterima.

Senada yang diungkapkan PPSPM Kementerian Agama Kabupaten
Nunukan bahwa langkah yang diambil agar pelaksanaan pencairan anggaran di
masa depan bisa lebih baik dan tidak terjadi penumpukan pencairan-di akhir
tahun adélah pertéma, agar setiap pejabat pembuat.komitmen melakukan telaah
terhadap angéaran atau DIPA pada awal tahun serta membuat jadwal. kegiatan
selama satu tahun anggafaﬁ. Kedua, melakukan singkronisasi dan rekonsiliasi
dengan pengelolé keuangan pada setiap program atau kegiatan yang belum
dilaksanakan. Ketiga, segera melaksanakan kegiatan setelah menelaah dan
membuat time schedule kegiatan. Sama halnya dengan PPSPM dari Kabupaten
Tana Tidung masukan atau saran agar pelaksana.

Informan Bendahara Pengeluaran dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/kota dengan be:berapan pertanyaan, yaitu :

a. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu dalam proses pencairan dana?

Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pencairan yaitu jarak
antara Satker dengan KPPN sangat jauh sehingga pengajuan SPM (Surat Perintah
Membayar) program atay kegiatan memerlukan waktu yang lama. Pengajuan
SPM harus antar langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
tidak dapat dikirim lewat jasa pengiriman sehingga mengeluarkan biaya besar

dan yang mengantar harus memiliki Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS).
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Sedangkan masukan Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kota
Tarakan mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pencairan anggaran
adalah pertama, pergantian pejabag pengelola keuangan pada akhir tahun. Kedua,
data supplier tidak sesuai dengan aplikasi omspan atau dengan kata l.ain aplikasi

keuangan yang belum sempurna Ketiga, lambatnya tindak lanjut dari Kantor

-~ Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait dengan revisi anggaran. Keempat,

pihak ketiga/penyedia bﬁrang/jasa tidak memberikan data lengkap sebagai syarat
pencairan anggaran serta barang/jasa tidak diserahkan sebelum dibayarkan.
b. Apakah kendala yang sering ditemui dalam proses revisi DIPA? |
Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengatakan bahwa kendala yang sering ditemui dalam proses revisi DIPA yaitu
pertama, proses revisi memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 30 hari.
Kedua, aplikasi yang dipakai untuk melakukan revisi sering mengalami kendala
saat memvalidasi data. Sedangkan bendahara pengeluaran Kementerian Agama
Kota Tarakan mengatakan bahwa kendala yang sering ditemui dalam proses
revisi DIPA/Anggaran adalah lambatnya tindak lanjut dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi sehingga program atau kegiatan tidak bisa
dilaksanakan.

c. Menurut bapak/ibu, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pencairan
dana, terkait peraturan maupun aplikasi pendukung?

Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengatakan bahwa kendala yang dijumpai dalam proses pencairan dana yaitu
pertama, KPPN yang berada diluar daerah sehingga untuk mengajukan SPM

harus mengantar ke KPPN Tanjung Selor.Kedua, dalam pengajuan SPM tidak
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bisa mengirim via jasa pengiriman resmi sehingga menunggu petugas yang
memiliki KIPS mengénta.r ke Kota Tarakan.Ketiga, dalam pengajuan SPM harus
yang memiliki KIPS yang bisa mengantar, sehingga SPM bisa diproses akan
tetapi apabila yang mengantar tidak memiliki KIPS maka SPM tidak dapat
diproses. | '

Laiﬂ hélnya pendapat dari Bendahara pengeluaran Kementerian Agﬁna
Kota Tarakan yaitu kendala yang dihadapi dalam proses pencairan anggara;i “
terkait peraturan atau aplikasi pendukung yaifu adanya pergantian pejabat
pengelola keuangan di akhir tahun, adanya rangkap tugas pejabat pengelola
keuangan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan karena adanya
mutasi jabatan, serta jaringan internet yang sering gangguan sehingga aplikasi
yang dipakai untuk pencairan anggaran tidak dapat dioperasikan.

d. Apabila bapak/ibu menenui kendala, baik di bidang peraturan maupun
aplikasi, apakah sering melakukan konsultasi dengan KPPN?

Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengatakan bahwa bila menemui kendala dalam hal pencairan anggaran baik
dalam peraturan maupun aplikasi maka kami sering konsultasikan dengan KPPN
via chatting lewat whattsapp baik group, pribadi maupun datang langsung ke
KPPN Tarakan. Senada yang diungkapkan bendahara pengeluaran di
Kementerian Agama Kota Tarakan bahwa sering melakukan konsultasi dan
koordinasi dengan pihak KPPN. Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama
Kabupaten Bulungan mengatakan bahwa kendala yang ditemui dalam hal ini
aplikasi keuangan yang belum sempurna seperti aplikasi silabi, tetapi bisa diatasi

dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPPN.
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€. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan
bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengatakan bahwa agar SPM yang diajukan bisa dikirim via jasa pengiriman
yang resmi, karena kalau untuk mengantar langsung sangat berpengaruh di
anggaran, waktu dan SDM yang sangat terbatas. Sedangkan menurut bendahara
pengeluaran Kota Tarakan bahwa pertama, perlunya penambahan Sumber Daya‘
Manusia (SDM) di- bidang perencanaan dan keuangan. Kedua, sering dilakukan
evaluasi terhadap laporan progres. Ketiga, perlunya perencanaan yang matang di
tingkat provinsi sehingga tidak terjadi copy paste anggaran tahun sebelumnya
serta tindaklanjut yang cepat atas revisi anggaran yang diusulkan kabupaten/kota.
Senada yang dikatakan Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kabupaten
Bulungan bahwa perlunya perencanaan yang matang dalam melaksanakan
program atau kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pencairan di akhir tahun
anggaran.

f. Apakah dengan penggunaan uang persediaan (GUP) dapat mempengaruhi
keterlambatan penyerapan anggaran pada satker bapak/ibu?

Bendahara Pengeluaran Kementerian Agama Kota Tarakan mengatakan
bahwa dengan Ganti Uang Persediaan (GUP) dapat menghambat pencairan
anggaran, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti laporaﬁ
pengeluaran beserta bukti-buktinya serta bukti setoran SSP yang harus divalidasi
dulu KPPN. Senada yang diungkapkan Bendahara Pengeluaran Kementerian

Agama Kabupaten Nunukan bahwa ribet juga karena harus memvalidasi ke
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~KPPN yang mana tempatnya jauh dari satker, mengantar lagi sekitar 6 (enam)
hari baru selesai validasi SSP dari KPPN.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan

Anggaran Belanja pada Kantor Kementerian Agama di Wilayah
Provinsi Kalimantan Utara

Pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah yang sefnakin lama
semakin meningkat sejalan dengan teori pengeluarah pemerinfah oleh Adolf
Wagnér; namun tidak dibareﬁgi dengan pola penyerapan anggéran yang Baik
terjadi pada satker Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Wagner menyatakan
bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin
meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu
meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran
pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu
keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila
pendapatan per kapita meningkat méka secara relatif pengeluaran pemerintah pun
akan meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat
terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul
dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.
Dengan kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengadaan
barang/jasa, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dan ganti uang
persediaan.

a. Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1)

dengan Perubahan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pengadaan barang/jasa
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pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dari
pengertian tersebut, yang disebut dengan pengadaan barang dan jasa bukan hanya
soal bagaimana memilihv penyedia saja. Namun secara luas, pengadaan .
barang/jasa dimulai sejak perencanaan dalam kebutuhan penyusunan rencana
pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak,
pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sampai diterimanya barang/jasa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian,
ada beberapa permasalahan terkait dengan pengadaan barang/jasa yang dapat
menghambat proses pencairan anggaran. Diantaranya adalah tidak ada pejabat
pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat serta kurangnya pengetahuan
tentang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010, semua pejabat pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
(LKPP).

Pemberian sertifikat tersebut sangatlah selektif karena hanya pegawai
yang benar-benar dipandang mempunyai kompetensi dan kemampuan profesi di
bidang barang/jasa saja yang akan diberi sertifikat dengan dibuktikan pegawai
tersebut lulus dalam ujian pengadaan barang/jasa. Dikarenakan sulitnya
mendapatkan sertifikat tersebut pada satker di Kementerian Agama Kabupaten /

Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Bahkan ada satker yang sama sekali
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pegawainya yang tidak memiliki sertifikat, ada yang sudah habis masa

berlakunya tetapi hérus diperpanjang lagi dengan melewati ujian pengadaan
barang/jasa.

L Dengan tidak ada atau kurangnya pejabat/pegawai yang memiliki
sertiﬁkatl pengadaan barang/jasa, sehingga apabila ada kegiatah pengadaan
barang/jasa satker harus menunjuk panitia dari luar satker atau langsung ke
kantor wilayah kementerian agama provinsi. Akibatnya akan berdampak pada
proses pencairan dana, hal ini disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PKK) Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

“Péjabat pengadaan barang/jasa di kemenag kami hanya 1 (satu) orang

saja yang miliki sertifikat pengadaan barang/jasa, sehingga kami harus

mendaftarkan (untuk lelang pengadaan barang/jasa) kemudian

diteruskan ke Kanwil Kemenag Provinsi Kaltim, karena LPSE di

Kanwil Kemenag Provinsi Kaltara belum dibentuk. Sehingga dalam

perencanaan dan pengurusan lainnya termasuk pembuatan kontrak jadi

terkendala karena pamtla pengadaan barang/jasa nya dan luar satker.

Jadi prosesnya panjang, memerlukan waktu lama.”

Hal yang sama diungkapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kementerian Agama Kabupaien Nunukan, dengan keterbatasan pejabat
pengadaan barang/jasa sehingga harus meminta bantuan kepada Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

“Proses pelelangan lambat karena yang tanggani Kanwil Kemenag

Kaltim terkendala dengan koordinasi dengan konsultasi, belum lagi

kalau sudah penyedia yang menang lelang, belum proses data

kontraklambat terbit yang harus dinput ke aplikasi sirup. Kalau
diusulkan dari Januari atau Februari, finalnya paling di bulan Juni atau

Juli baru bisa diterima SPK Penyedia, belum proses kerja penyedia, jadi
pencairan bisa dilakukan pada bulan Oktober atau November”.
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Selanjutnya, pejabat pengadaan merasa khawatir terhadap aparat

penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya memerangi korupsi, seperti
| Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun aparat pemeriksa
baik internal Pemerintah, Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketakutan
tersebut dapat mengakibatkan pejabat pengadaan barang/jasa terlalua berhati-hati
dalam mengambil keputusan dan lambat memproses pengadaan barang/jasa. Hal
ini dapat mengakibatkan pada proses pencairan anggaran, schingga akan
menumpuk di akhir tahun. Seperti yang diungkapkan Pejabat Pembuat Komitmen
Kementerian Agama KotaTarakan.
“Pejabat pengadaan barang/jasa sangat berhati-hati dalam mengambil
dalam mengambil keputusan, adanya kekhawatiran mengambil langkah
bila tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, takut
adanya temuan kalau pemeriksaan. Dimana tiap tahun pasti ada
pemeriksaan apakah dari Itjen, BPK, ataukah dari BPKP. Dimana kalau
BPK memeriksa secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi
repot juga satker harus mengecek kelengkapan kontrak dan proses

pencairannya apakah sudah sesuai atau tidak pada Peraturan Presiden
terkait pengadaan barang/jasa”.

Permasalahan lain yang- ada pada pengadaan barang/jasa satker yaitu
adanya anggaran belanja tambahan pada akhir tahun (ABT) yang mana sisa
waktu 2 (dua) bulan lagi, seperti yang diungkapkan PPK Kementerian Agama
Kabupaten Tana Tidung.

“Sudah tahap finalisasi anggaran, tiba-tiba muncul anggaran tambahan
(APBN) di bulan Oktober dengan nilai fisik diatas Rp. 250.000.000,-
yang mana harus proses lelang, yang memerlukan waktu lama, apakah
mungkin bisa selesai dikerjakan, kadang kami tidak merealisasikan
belanja modal tersebut, otomatis pengurangi penyerapan anggaran,
apabila dikerjakan bisa menimbulkan temuan pemeriksaan karena kerja
yang tidak sesuai dengan aturan”.
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Selain itu, lambatnya pihak rekanan dalam melakukan pekerjaan
pengadaan barangf/jasa juga akan menghambat proses pencairan anggaran.
Dalam aturan PMK No 190/PMK.05/2012 dalam hal pembayaran langsung
kepada rekanan untuk pengadaan barang/jasa dapat dicairkan ke KPPN setelah
barang/jasa diserahterimakan dengan_diferbitkannya berita acara serah terima
barang a'ltau‘ berita acara penyelesaian pekerjaan. Ini berarti apabila .barvang
belum disérahterimakan atau pekerjaan>belum selesai, pencairan dana ke KPPN
tidak bisa dilakukan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran
belum bisa direalisasikan. Keterlambatan pekerjaan oleh pihak rekaﬁan dialami
satker Kementerian Agama Kota Tarakan, mengatakan bahwa penumpukan
pekerjaan rekanan lambat dalam melakukan pekerjaan atau dalam penyelesaian
laporan pekerjaan pada akhir tahun, menyebabkan proses pencairan anggaran
jadi terhambat.

Dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan berdampak
kurang baik terhadap pengadaan barang/jasa baik dari segi kualitas maupun
kuantitas hasil pekerjaan. Apalagi kalau sudah mendekati akhir tahuh sementara
pekerjaan belum selesai, otomatis pihak rekanan akan melakukan “Sistem Kebut”
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena kerjaan harus diselesaikan sebelum
batas akhir pengajuan SPM ke KPPN agar anggaran bisa direalisasikan.

Dari hasil penelitian terkait pengadaan barang/jasa pada kementerian
agama kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sangat
berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga faktor pengadaan

barang/jasa yang semakin baik akan mempunyai kecenderungan terhadap
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peningkatan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja. Dalam hal ini
tentunya dalam perencanaan yang harus matang, dari awal tahun setelah
menerima DIPA, KPA segera membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan
matriks pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Menurut Mardiasmo (2012) bahwa
proses perencanaan melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam
pengembangén sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang
paling tépat untuk memonitof perkembangan capaian tujuan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Herriyanto (2012) bahwa
faktor pengadaan barang/jasa sangat berpengaruh atas keterlambatan penyerapan
anggaran. Menurut Priatno (2013) bahwa faktor pengadaan barang / jasa
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan
kerja, dan menurut Gagola et.al (2016) juga mengatakan bahwa pengadaan
barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Dari hasil analisis tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pengadaan barang/jasa di lingkungan satuan kerja khususnya di kementerian
agama kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara belum terlaksana
dengan baik sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah. Karena
terkendala pada aspek administrasi dan teknis dari perencanaan awal dan
anggaran yang tidak maksimal pelaksanaannya. Apabila target penyerapan
anggaran kurang terkait pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pemerintah
(agent) akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah
dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang berarti adanya

uang menganggur (idle money).
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Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa terdapat 2 (dua) cara
pelaksanaannya yaitu Pengadaan Langsung dan Pengadaan dengan lelang.
Dengan adanya Perubahan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, Pengadaan
langsung dilakukan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan sesuai pasal 16 ayat (3)
dengan cara’ membeli barang atau mgmbayar jasa secara langsung kepada
penyedia barang daﬁjasa. Pasal 39 ayat (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan
terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan yaitu
kebutuhan opérasional lembaga, teknologi sederhana, risiko kecil dan
dilaksanékan oleh Penyedia Barang/Jasa. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pengadaan langsung dilakukan dengan
cara pertama, pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia
barang/jasa yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta pengadaan
pekerjaan konstruksi yang menggunakan kuitansi. Kedua, permintaan penawaran
yang disertai dengan klarifikasi serta negosisasi teknis dan harga kepada
Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK menurut Pasal 57
ayat (5).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Langsung
menetapkan  Harga  Perkiraan Sendiri (HPS) baraﬁg/jasa kecuali
kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian.
Dapat disimpulkan bahwa metode pemilihan penyedia tidak bersifat statis
terhadap tanda bukti perjanjian. Pengadaan langsung dengan sampai dengan Rp.

10.000.000,- dapat dibuktikan dengan nota, kuitansi, SPK bahkan surat perjanjian.
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Pengadaan langsung sampai dengan Rp. 50.000.000,- dapat menggunakan

kuitansi, SPK ataupun surat perjanjian dan seterusnya, yang diterangkan pada
pasal 55. Dan dengan metode pengadaan langsung dapat dilaksanakan langsung

dengan penunjukan langsung kepada penyedia langsung tanpa harus dengan

lelang, jadi tidak menghambat proses penyerapan anggaran.

_ Sedangkan pengadaan baraﬁg/konstruksi/jésa lainnya dengan metode
lelang nilainya di atas rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan kelompok
anggota ULP dengan jumlah gasal 3 (tiga) orang yang harus bersertifikat
pengadaan barang/jasa dan harus pejabat pengadaan yang profesional? yang
dimulai tahap pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah Rencana Umum
Pengadaan (RUP) ditetapkan dengan kegiatan perencanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode penilaian
kualifikasi, penyusunan jadwal pemilihan Penyedia barang/Jasa, penyusunan
dokumen pengadaan barang/jasa, dan penetapan HPS. Persiapan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dapat memerlukan waktu minimal 4 sampai 5 bulan.
| Setelah itu PPK menetapkan jenis kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam
. rancangan kontrak berdasarkan tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan metode
pengadaan langsung tidak mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran
karena pemilihan penyedia barang/jasa dengan penunjukan langsung. Sedangkan
metode pengadaan dengan lelang dapat mempengaruhi keterlambatan penyerapan

anggaran karena harus melalui proses mulai dari proses pemilihan Penyedia
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Barang/Jasa sampai penyelesaian pekerjaan yang memerlukan waktu pengerjaan
sampai 6 (enam) bulan.
b. Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap
penyerapan anggaran, termasuk perencanaan per:lyusunan anggaran dalam hal . _
penentuan akun, apaBila salah dalam penentuan akun sehingga harus merevisi
anggaran, masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu singkat waktunya,
keterbatasan jumlah pejabat pengadaan barang/jasa yang bersertifikat, kurangnya
pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran, dan adanya
tambahan pagu pada akhir tahun anggaran (ABT). Seperti hasil wawancara
kepada KPA & PPK Kementerian Agama Kabupaten Malinau, yaitu :

“Pertama, harus merevisi anggaran karena adanya salah akun pada
program/kegiatan yang tidak sesuai. Kedua, adanya tambahan anggaran
pada akhir tahun anggaran (ABT). Ketiga, dalam merevisi harus ke DJPB
yang jaraknya dari satker sangat jauh menempuh perjalanan sehari naik
speed boat, pesawat, dan naik mobil. Keempat, data suplier penyedia
barang/jasa tidak valid pada span.”

Salah akun dalam anggaran akan berdampak pada dokumen anggaran
direvisi dan penolakan pembayaran oleh KPPN. Kesaiahan akun sepanjang masih
dalam kewenangan pengguna anggaran cukup mengubah ADK dan POK. Akan
tetapi kesalahan akun tersebut sesuai ketentuan harus direvisi melalui
Kemen_terian Keuangan, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu
tenaga perencana dalam membuat perencanaan anggaran harus teliti dalam
penentuan akun agar tidak menyebabkan revisi anggaran.

Sedangkan KPA Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung adanya

kesalahan penarikan anggaran disebabkan karena ketidaktelitian tenaga pengelola
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yang menanggani perencanaan. Begitu juga dalam hal pencairan anggaran, hasi-l
wawancara dengan KPA Kementerian Agama Kabupaten Bulungan yang
mengatakan bahwa dalam membuat daftar pencairan anggaran harus teliti
melihat nilai dan nomor rekening serta nama harus disesuaikan dengan buku
tabungan penerima, jangan sampai retur anggaran schingga harus‘ diprosés dari
awal lagi. - -

Penyusunan dan penelaahén anggaran yang terlalu pendeki waktunya -
dapat berdampak pada kesulitan dalam mempersiapkan data pendukung seperti
TOR, RAB, dan data pendukung lainnya, maka hal ini berdampak pada program
atau kegiatan yang diajukan akan diblokir yang dapat berakiba£ keterlambatan
penyerapan anggaran karena program/kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
Seperti dalam hasil wawancara dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung.

“Dalam penyusunan anggaran hanya 4 — 5 hari saja waktu yang diberikan,

data dukung belum lengkap dibuat seperti RAB, TOR serta data dukung

lainnya. Sehingga pagu terbit anggaran jadinya diblokir dalam artian
belum bisa dilaksanakan kegiatan tersebut, otomatis pencairan anggaran
lambat terserap”.

Keterbatasan pejabat pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat,
sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, setiap pengadaan barang/jasa panitia pengadaan barang/jasa harus
memiliki sertifikat. Dengan banyaknya program atau kegiatan di satker sehingga
sering terjadi rangkap tugas. Untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa,

maka diserahkan ke pejabat pengadaan barang/jasa yang ada di Kantor

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hasil wawancara PPK

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43676.pdf
82

Kementerian Agama Kabupaten Malinau, ya‘itu- dalam proses pelelangan
pengadaan barang/jasa masih mengikuti Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, karena
kurangnya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

Kurangnya . pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme
pembayaran merupakan faktor keterlambatan penyerépan anggaran. Banyak dari
satker kurang paham atas peraturan mengenai mekanisme pembayaran, serta
banyaknya aplikasi pembayaran setiap tahunnya selalu berganti-ganti sepeni'
aplikasi SPM, SAIBA, SIMAK BMN, GPP Satker, dan masih banyak lagi
aplikasi lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan satker. Sehingga para
pengelola keuangan perlunya memahami Peraturan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan.
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu ,
perlunya pembinaan secara intensif atas aplikasi-aplikasi yang baru yang terkait
dengan mekanisme pencairan anggarah.

.Faktor administrasi lainnya yang menyebabkan keterlambatan penyerapan
anggaran yaitu adanya tambahan anggaran (ABT) di akhir tahun, kelebihan
realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), penerimaan hibah yang
juknisnya lambat turun. Dengan adanya tambahan anggaran pada akhir tahun,
sehingga meﬁimbulkan pekerjaan baru untuk mencairkan anggaran, yang
menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Apabila

perencanaan anggaran baik maka tidak perlu meminta ABT, kecuali hal-hal yang

mendesak. Sehingga dalam hal ini diperlukannya tenaga perencanaan yang
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memiliki ketrampilan dan pengalaman dalam artian tenaga perencanaan yang
kompeten. Seperti dalam hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yaitu :

“Sering terjadi keterlambatan penyerapan anggaran terkait dengan
pengadaan barang/jasa dikarenakan pertama, adanya tambahan
-anggaran di akhir tahun (ABT) sehingga tidak maksimalnya pencairan.
Kedua, semua pengadaan baik belanja modal melalui penyedia atau
pihak ketiga maupun yang swakelola belum diinput kedalam aplikasi
sirup. Ketiga, adanya revisi anggaran yang memerlukan waktu lama.
Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai
sertifikat barang/jasa”.

Lain halnya dengan para Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK) di
Kementerian Agama Kota Tarakan mengatakan bahwa :

“Pernah terjadi keterlambatan penyerapan anggaran terkait pengadaan
barang/jasa disebabkan karena pertama, pemblokiran anggaran
pengadaan barang jasa dengan alasan kurang lengkapnya administrasi
perencanaan barang/jasa sewaktu pengusulan. Kedua, pergantian atau
mutasi pejabat pengelola keuangan yang mengakibatkan proses
administrasi pengadaan barang jasa tidak diproses. Ketiga, proses
penyusunan perencanaan yang kurang tepat sehingga menimbulkan
anggaran berlebih atau kurang. Keempat, ABT di akhir tahun. Kelima,
keterbatasan SDM di bidang perencanaan anggaran dan pejabat
pengadaan barang/jasa”.

Dari hasil wawancara dengan pejabat pengelola keuangan kementerian
agama kabupaten/kota bahwa penyebab keterlambatan penyerapan anggaran dari
faktor administrasi sangat berpengaruh. Dengan melihat berbagai masalah yang
muncul dari tahun ke tahun pada kementerian agama kabupaterv/kota,
administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya.
Seperti yang diungkapkan Dewi (2011) pengertian administrasi dalam arti luas,

yaitu administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara

yang efesien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Administrasi dalam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43676.pdf
34

penyerapan anggaran berperan sangat penting mulai dari awal proses
perencanaan sampai dengan penyerapan anggaran.

Pada penelitian terdahulu senada yang diungkapkan oleh Herriyanto
(2012) pada penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan
penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah
Jakarta”, -bahwa' faktof, administrasi sangat berpengaruh besar terhadap
keterlambatan penyerapan anggaran. Sedangkan hasil analisis‘ penelitian Priatno
(2013) “Faktor-faktor ‘yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada
satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar”, bahwa faktor administrasi
mempunyai pengaruh yang.tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan
kerja.

Dengan adanya berbagai masalah dari faktor administrasi maka dapat
diambil alternatif kebijakan yaitu pertama, tenaga perencanaan dalam membuat
perencanaan harus teliti dalam menentukan akun untuk suatu program/kegiatan
agar tidak menyebabkan revisi anggaran; kedua, tenaga perencanaan suatu satker
seharusnya menyiapkan data dukung jauh hari dalam mengajukan suatu
program/kegiatan yang telah disiapkan atau direncanakan sebelumnya; ketiga,
dengan adanya keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang
bersertifikat maka dalam hal ini panitia pengadaan barang/.jasa tidak perlu
dipersyaratkan bersertifikat terlebih dahulu. Yang dimasukkan panitia adalah
mereka yang memiliki kemauan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan
dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; keempat, dengan kurangnya

pengetahuan tentang peraturan mekanisme pembayaran maka tenaga pengelola
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keuangan pada satker harus memahami Peraturan Direktur Perbéndaharaan No.
PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban

APBN serta perlunya pembinaan secara intensif atas aplikasi-aplikasi baru terkait

mekanisme pembayaran; kelima, dengan adanya ABT di akhir tahun maka

diperlukan tenaga perencana yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

pengalaman dalam membuat perencanaan yang baik; Keenam, mutasi bara

pejabat pengelola keuangan seharusnya dilakukan pada awal tahun anggaran.

¢. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang séngat
berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan anggaran, dalam hal Pertama,
SDM pengadaan barang/jasa atau pengelola keuangan yang kurang kompeten;
kedua, adanya rangkap tugas dalam jabatan pengadaan barang/jasa atau
pengelola keuangan; ketiga, ketakutan pejabat pengadaan barangfjasa untuk
melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa atas penangkapan atas tindakan
korupsi. Keempat, keterbatasan pegawai/Sumber Daya Manusia khususnya
tenaga pengelola keuangan.

Suatu sistem dapat berjalan secara maksimal apabila memiliki sumber
daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas. Sama hainya dengan pejabat
pengelola keuangan tentunya dibutuhkan yang memiliki kompetensi yang baik
dalam pengelolaan keuangan satker yang bersumber dari APBN. Dalam
penelitian ini ada beberapa permasalahan yang ditemui SDM dalam pengelolaan
anggaran atau keuangan di satker. Termasuk keterbatasan pegawai khususnya

yang menanggani pengelolaan keuangan satker akan mengakibatkan
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terhambatnya proses pencairan anggaran. Perangkapan jabatan menjadi solusi

dari kekurangan pegawai agar seluruh pekerjaan di satker bisa diselesaikan

dengan baik dan tepat waktu. Akan tetapi hal tersebut justru dapat mengurangi

kinerja pegawai karena tidak fokus dalam tugas utamanya. Hal ini dialami oleh

satker Kementerian Agarﬁa Kabupaten Malinau yaitu Kuasa Peﬁgguna Anggaran

(KPA) dalam kutipan wawancaranya mengatakan bahwa kendala yang kémi

hadapi adalah keterbataéan SDM, sangat kurang sehingga pegawai ada ya‘ngv
harus rangkap tugas. Teﬁnasuk pengelola keuangan bukan dari orang keuangan,

tapi kami ambil dari umum dan kepegawaian untuk membantu sebagai pengelola

keuangan.

Sedangkan yang diungkapkan KPA Kementerian Agama Kabupaten
Nunukan tentang keterbatasan sumber daya manusia. Kami mengangkat tenaga
pramubakti menjadi tenaga pengelola keuangan, sehingga diperlukan lagi
pembinaan secara detil sebelum diserahkan tugas sebagai pengelola keuangan.
Berikut kutipan wawancara dengan KPA Kementerian Agama Kabupaten
Nunukan bahwa kurangnya sumber daya manusia di satker kami, sehingga kami
harus mengangkat tenaga pramubakti sebagai pengelola keuangan, dengan
keahlian bukan dari akuntansi atau keuangan, sehingga harus dilakukan pelatihan
khusus terlebih dahulu.

Pola mutasi pejabat/pegawai pada akhir tahun yang tidak merata akan
menyebabkan jumlah pegawai yang tidak ideal. Adanya jumiah pegawai yang
tidak ideal ini tentunya akan menimbulkan keterbatasan SDM yang mengelola

keuangan yang ada di satker tersebut. Hasil wawancara KPA Kementerian
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‘Agama Kota Tarakan mengatakan ‘bahwa adanya pergantian/mutasi

pegawai/pejabat pengelola keuangan pada akhir tahun, secara administrasi dalam
; hal pencairan anggaran, pasti harus merubah SK lagi dan mengusulkannya ke
KPPN, dalam hal ini pasti memperlambat proses pencairan anggaran satker.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kompetensi
surﬂbef daya manusia sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.vDan di -
kementerian‘ agamé. kabupaten/kota faktor kompetensi sumber daya manusia
belum kompeten dalam pengelolaan keuangan. Sesuai yang diungkapkan

Mahmudi (2010) bahwa kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat

e »——\ multidimensional dan pengukurannya sangat bergantung pada kompleksitas

faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhinya, salah satu diantaranya
yaitu faktor personal/individu, yang meliputi pengetahuan, skill, kepercayaan diri,
! | motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

Hasil ini mendukung penelitian Setyawan (2016) “Analisis
Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan- Kerja
Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro” faktor
Sumber Daya Manusia berpengaruh dengan penyerapan anggaran, tetapi yang
paling dominan pengaruhnya adalah faktor perencanaan anggaran. Sama halnya
penelitian yang dilakukén oleh Herriyanto (2012) yaitu “Faktor-faktor yang
' 5 Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja
Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta” ﬁasil penelitiannya yaitu faktor
sumber daya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap

keterlambatan penyerapan anggaran.
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Dalam mengatasi permasalahan yang muncul terkait kompetensi sumber
daya manusia, maka langkah-laﬁgkah yang bisa dilakukan adalah pertania,
memberikan reward berupa honorarium yang lebih besar dari honorarium yang
telah ditetapkan sebelumnya guna memberikan motivasi kepada SDM pengadaan
barang/jasa atau pengelola keuangan yang kurang kompeten; kedua, menjadikan
lpejabat bengadaan barang/jasa sebagai jabatan fungsional supaya termotivasi
untuk menjadi pejabat pengadaaﬁ barang/jasa; ketiga, dalam hél benctapan SK
Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang lambat diterbitkan seharusnya
ditetapkan pada awal tahun anggaran.
d. Uang Persediaan

Uang persediaan (UP) jugé merupakan faktor penyebab keterlambatan
penyerapan anggaran, dimana Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja
yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving), yang digunakan untuk
keperluan kegiatan operasional sehari-hari satker dan membiayai pengeluaran
yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung LS. UP
digunakan untuk mcmpércepat penyerapan anggaran karena sifatnya cash on
hand, dimana bendahara pengeluaran diberikan uang tunai untuk melakukan
transaksi pembayaran seperti pengeluaran-pengeluaran belanja barang, modal,
dan belanja lainnya. Apabila UP bendabara pengeluaran habis atau sudah diserap
paling sedikit 50% maka dapat dimintakan pengisian dana kembali ke rekening
bendahara pengeluaran melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP)
dengan Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP)

yang merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
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(PPK). Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti
daftar rincian permintaan pembayaran, bukti pengeluaran sesuai ketentuaﬂ
berlaku, dan SSP yang telah dikonfirmasi KPPN.

Permasalahan yang muncul terkait GUP adalah adanya mekanisme SSP
sebagai lampiran GUP selain dilegalisasi KPA atau pejabat yang ditunjuk juga »
harus dikonfirmasi ke KPPN untuk mendépétkan validasi bahwa SSP yang telah
disetorkan telah masuk ke Kas Negara. Sesuai dengan dasar hukum Perdirjen
Perbendaharaan No. Per-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat

- Setoran Penerimaan Negara menggunakan Aplikasi Konfirmasi yaitu memakai
aplikasi SAS bila satuan kerja memakai DIPA, dengan proses validasi ini
memerlukan tahap-tahap yang harus dilewati, yaitu pertama, rekam surat setoran
penerimaan negara yang telah disetor ke Bank/Pos persepsi dengan menggunakan
Aplikasi SAS. Kedua, pastikan perekaman data yang meliputi akun dan nilai
setor sesuai dengan SSP nya. Ketiga, setelah dilakukan perekaman maka satker
mencetak daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi dan
mentransfer ADK (Arsip Data Komputer) ke dalam flasdisk. Keempat,
pengajuan konfirmasi kepada KPPN dilaksanakan H+1 setelah satker melakukan
penyetoran penerimaan negara di Bank/Pos persepsi. Setelah itu KPPN harus
mengecek SSP tersebut dari ribnan SSP yang masuk setiap harinya, gunanya
untuk menghindari penipuan setoran pajak, yang menjadi kendala adalah akses
internet yang sering mengalami gangguanJadi dengan proses tersebut dapat
menghambat penyerapan anggaran seperti yang diungkapkan Bendahara

Pengeluaran Kementerian Agama Kota Tarakan dan Bendahara Kementerian
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Agama Kabupaten Nunukan dari hasil wawancara mengatakan bahwa dalam
penyerapan anggaran GUP termasuk salah faktornya, karena syarat-syarat yang
harus dipenuhi harus membuat laporan secara terinci serta bukti-bukti
pengeluaran, belum lagi bukti setoran pajak SSP yang harus divalidasi KPPN
yang» ménunggu antri beberapa hari.

’Dari hasil penelitian fersebut dapat disimpulian bahwa faktor ganti
uang persediaan berpengaruh terhadap keterlambatan penyerapan a'lnggaran.'Pada
kantor kementerian agama kabupaten/kota sudah baik pelaksanaan terhadap
pengelolaan Uang Persediaan, dimana para bendahara pengeluaran yang sudah
lama menjabat, jadi pengalaman dan permasalahan sudah bisa diatasi. Hasil
penelitfan ini mendukung pene[itian yang dilakukan Herriyanto (2012) bahwa
faktor ganti uang persediaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
keterlambatan penyerapan anggaran. Mengatasi masalah tersebut, yak;i
terkendala pada akses internet sering mengalami gangguan yaitu dengan cara
sesering mungkin berkoordinasi dengan pihak telkom, atau memasang alat
penangkap jaringan (switch atau hub) dan tenaga operator/bendahara juga harus
berkoordinasi secara kontinyu dengan pihak KPPN serta perlu diterapkan
mekanisme yang dapat memudahkan satuan kerja agar tidak menghambat proses

penyerapan anggaran.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

' Daﬁ hasil analisis dan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi
keterlambatan 'pe.n.yerapan anggarah belanja " pada Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ada beberapa
permasalahan yang muncul di satker yaitu keterlambatan pencairan anggaran dan
masih ada kecenderungan penumpukan anggaran. di akhir tahun yaitu pada
triwulan keempat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
1. Faktor Pengadaan Barang/Jasa

Hasil analisis pengadaan barang/jasa dalam keterlambatan penyerapan

anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Kalimantan Utara adalah baik dan berpengaruh. Masalah yang muncul yaitu
kurangnya pejabat pengadaan barang/jasa yang memiliki sertifikat, adanya
kekhawatiran pejabat pengadaan atas pemeriksaan dan akibat yang dilakukan bila
tidak sesuai dengan aturan, adanya tambahan anggaran di akhir tahun (ABT),
serta lambatnya rekanan melakukan pekerjaannya. Jika pelaksanaan pengadaan

barang/jasa berjalan baik, maka akan meningkatkan penyerapan anggaran.

91
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2.  Faktor Administrasi .

Hasil analisis administrasi dalam keterlambatan penyerapan anggaran
pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan
Utara yaitu sangat berpengaruh. Masalah yang muncul yaitu dalam hal penentuan
ékum_ sering - terjadi kesalahan sehingga harus merevisi anggaran, adanya
kesalahan penarikan anggaran karena ketidaktelitian tenaga pengelola yang
menanggani perencanaan, penyusunan. dan penelaahan. anggaran yang terlalu
pendek waktunya, tidak terpenuhinya pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat,
kurangnya pemahaman terhadap peraturan terkait mekanisme pembayaran,
penambahan anggaran belanja di akhir tahun menyebabkan penumpukan
penyerapan anggaran di akhir tahun, dan mutasi para pejabat pengelola keuangan
pada akhir tahun anggaran.

3. Faktor kompetensi sumber daya manusia (SDM)

H;'isil analisis kompetensi sumber daya manusia dalam keterlambatan
penyerapan anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi- Kalimantan Utara yaitu sangat berpengaruh. Masalah yang sering
muncul dalam hal ini pejabat pengadaan barang/jasa atau pengelola keuangan
yang kurang kompeten, adanya rangkap tugas dalam jabatan pengadaan atau
pengelola keuangan, ketakutan pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa atas penangkapan atas tindakan
korupsi, dan keterbatasan pegawai/sumber daya manusia khususnya tenaga

pengelola keuangan.
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4.  Uang Persediaan (UP)

Hasil analisis wang persediaan (UP) dalam .keterlambatan penyerapan
anggaran pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Kalimantan Utara yaitu berpengaruh. Masalah yang munéul dalam hal ini adalah
mekanisme Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai. lampiran GUP yang harus.
divalidasi dari KPPN setelah dilegalisasi KPA ataﬁ pejabat yang ditunjuk juga
dan koneksi jaringan yang sering mengalami gangguan- | | |
B. Saran
1. Secara Teoritis, untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan

Utara maka diperlukan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan

dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik menuju provinsi yang

berbudaya dan terdepan.
2.  Secara praktis maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
a. Pengadaan Barang/Jasa
- Diharapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah menerima
DIPA pada awal tahun, agar segera membuat Rancangan Umum
Pengadaan (RUP) agar supaya kegiatan pengadaan barang/jasa
dapat direalisasikan pada semester 1 (satu) untuk menghindari

keterlambatan penyerapan anggaran.
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I‘ - Diharapkan kepada setiap lembaga atau satuan kerja untuk

! melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di awal tahun anggaran baik

metode Pengadaan Langsung maupun Pengadaan dengan Lelang,

1 dan memantau setiap proses pelaksanaan mulai dari perencanaan
_sampai selesainya kegiatan kontruksi.

b. Administrési

- Untuk menghindari minimalisasi pemblokiran anggaran, maka
satuan kerja K/L. perlu melakukan pembahasan yang konstruktif
dengan DPR, memahami ketentuan-ketentuan mengenai alasan-
alasan pemblokiran, merencanakan anggaran untuk tahun
berikutnya dipersiapkan program/kegiatan sesuai kebutuhan
dengan melengkapi data dukung, mengurangi belanja operasional
dan non operasional yang tidak urgent. Agar anggaran pada tahun
berikutnya tidak blokir lagi dan dapat dilaksanakan pada semester 1
(satu) untuk mencegah keterlambatan penyerapan anggaran.

- Meminimalisasi addendum kontrak, maka satker membuaf
spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan, membuat schedule detil
yang di-update, monitoring dan evaluasi atas keterlambatan
pekerjaan rekanan, serta menjalin komunikasi dengan rekanan -

untuk memperkecil terjadinya konflik.
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c¢. Kompetensi Sumber Daya Manusia

- Memberikan kesémpatan kepada para pejabat pengelola keuangan
atau pejabat bengadaan barang/jasa untuk meningkatkan
kompetensi di bidang pengelola keuangan negara dengan
mengirimkan ké pelatihan yang diselenggarakan Kementerian
»Keuangan Pemerintah .(PPAKP),. serta mengusulkan pejabat
pengelola keuangan mengikuti Diklat Pengadaan Barang/Jasa |
Pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

- Untuk mengatasi keengganan dan ketakutan sebagai pejabat/panitia
pengadaan barang/jasa, maka perlu pemberian reward untuk
mendorong motivasi dalam rangka pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, serta mengusulkan pejabat pengadaan barang/jasa
sebagai jabatan fungsional yang khusus menangani kegiatan
pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang/jasa. Sehingga
konsentrasi pada kerjaan dan tidak menyebabkan kesalahan pada
saat melakukan pencairan anggaran.

- Dalam mengatasi pejabat atau pegawai pengelola keuangan sering
mengalami mutasi, maka diperlukan koordinasi dan konsuitasi
dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
sehingga tidak menghambat kecepatan dalam penyerapan anggaran,
misalnya mutasi pejabat/pegawai dilakukan setelah tahun anggaran

berakhir atau pada awal tahun anggaran.
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d. Uang Persediaan (UP)

- Terkait dengan Ganti Uang Persediaan (GUP) masalah Surat
Setoran Pajak (SSP) divalidasi pihak KPPN sebagai lampiran GUP.
Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya memberikan
kemudahan dengan menerapkan mekanisme seperti memberikan ~
kepercayaan kepada Kantor P-os/B.ank‘ tempat membayar untuk
mencap kévalidasian SSP nya & terkendala pada. akses ‘intemet
sering mengalami gangguan yaitu dengan cara sesering mungkin
berkoordinasi dengan pihak telkom, atau memasang alat penangkgp
jaringan (switch atau hub)- dan tenaga operator/bendahara juga
harus berkoordinasi secara kontinyu dengan pihak KPPN serta
perlu diterapkan mekanisme yang dapat memudahkan satuan kerja

agar tidak menghambat proses penyerapan anggaran.
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PEDOMAN WAWANCARA
(Kuasa Pengguna Anggaran)

Identitas Responden :

Nama e
Alamat L e
Umur ‘ e reereteeererreieas —
Pendidikan. ...l R :
Jabatan L e

Faktor-faktor yang Menghambat Penyerapan Anggaran Belanja pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Apakah Satker Bapak mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja
di tahun 20177

...............................................................................................
..............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

3. Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja di

Satker Bapak?

.............................................................................................

4. Bagaimana Bapak menyikapi permasalahan yang dialami, yang menyebabkan

keterlambatan penyerapan anggaran belanja di Satker Bapak?

.............................................................................................

.............................................................................................
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......................................................................

5. Apa saran Bapak agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan bisa

lebih baik dan tidak terjadi penumpukan pencairan di akhir tahun ?

........................
........................
........................

........................

Identitas Responden :

Nama Deveeeenn,
Alamat Deeenens
Umur Do
Pendidikan :.........
Jabatan D

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

PEDOMAN WAWANCARA
(Pejabat Pembuat Komitmen)

.......................

Faktor-faktor yang Menghambat Penyerapan Anggaran Belanja pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Apakah di satker Bapak/Ibu pernah terjadi keterlambatan penyerapan

anggaran terkait pengadaan barang/jasa?

.......................

.......................
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2. Apakah pencairan terkait pengadaan barang/jasa di akhir tahun juga sering
terjadi?

3. Apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja

terkait pengadaan barang/jasa di satker Bapak/Ibu?

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

4. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi permasalahan vyang dialami yang
menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja pengadaan

barang/jasa di satker Bapak/Ibu?

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

...........................................................................................

5. Apa saran Bapak/lbu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
..............................................................................................
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PEDOMAN WAWANCARA
(Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM))

Identitas Responden :

Nama L ettt ettt tee e et ettt sttt ettt tententaettraaenatannn
Alamat L ettt ae e eeateteteneeacen e e aan it et eaaraaeaaearaananaan
Umur U e e y
Pendidikan 1 ... reeereeaaans e -
Jabatan T et e :

Faktor-faktor yang Menghambat Penyerapan Anggaran Belanja pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Dalam proses penyusunan DIPA apakah Bapak/Ibu menemui kendala?

.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

3. Mengenai pejabat pengelola keuangan, apakah ada permasalahan yang sering
dihadapi?
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4. Langkap-langkah apa saja yang telah Bapak/Ibu lakukan agar benyerapan

| anggaran ini tertib sesuai perencanaan ?

.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................

..............................................................................................

5. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan

bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun?

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

...............................................................................................

PEDOMAN WAWANCARA
(Bendahara Pengeluaran)

Identitas Responden :

Nama SO PPN
Alamat T et et eeteeeeaeaeaeeeoeeeieeeaiataetateeeaeateneeaaantanaan
Umur D ettt eeeteeeeetttneneira et ta e taaratae e te e ten e eaaentaeatan
Pendidikan o .ot e e e e e e
Jabatan D e ettt ettt e eeaeeteerte et e ta s eaanaas

Faktor-faktor yang Menghambat Penyerapan Anggaran Belanja pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1. Kendala apa saja yang dihadapi satker Bapak/Ibu dalam proses pencairan
dana?

.............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

@sacesasmesassassesscttescspetteac ot aceet et et et ergt ettt it e ato NPt oAt ateseacannnen
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................

3. Menurut Bapak/Ibu, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pencairan

dana, terkait peraturan maupun aplikasi pendukung?

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

.............................................................................................
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.............................................................................................

4. Apabila Bapak/Ibu menemui kendala, baik di bidang peraturan maupun

aplikasi, apakah sering melakukan konsultasi dengan KPPN?

.............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

5. Apa saran Bapak/lbu agar pelaksanaan pencairan anggaran di masa depan
bisa lebih baik dan tidak terjadi lagi penumpukan pencairan di akhir tahun ?

6. Apakah dengan penggunaan Ganti Uang Persediaan (GUP) dapat

mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran pada satker bapak/ibu?
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.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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